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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

NOMOR /o TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Fe1qksanian
Pengelolaan Barang Daerah maka perlu diatur dan ditetapkan
pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Lebong;

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditetapkan dengan Peraluran Daerah.

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1857 tentang Penelapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan
Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagal Undang - Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratura_n Dasar
Pakok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn.!n
16680 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2013),

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1899 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349):



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400},

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Penggantl Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah yang lelah ditetapkan dengan Undang-Undang
Tahun 2005 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomaor

4548),

11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 4438);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 lentang Penjualan
Kendaraan Bermolor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan
L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1897 tentang Pendaftaran
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3696);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1954 tentang Rumah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

15.Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerinlah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2007 Nomor B2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan
dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dan Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4073);



Menetapkan

17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republ
Indenesia Nomor 4503):

18.Peraturan Pemarintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pen
Keuangan Daerah;

gelnla.an

19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomr
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 185, Tambanan
Lembaran Negara Rl Nomor 4583);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
Barang Milik Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4609);

n 2007 tentan Perubahan

or 80 Tahun 2003 tentang

Pemerintah;

tentang Pengelolaan
2006 Nomor 20,

21.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahu
Ketujuh Atas Kepulusan Presiden Nom
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa

22.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara
Penjualan Rumah Negeri;

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;

24 Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;

25 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah,

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2006 lentng Lembaran
Daerah di Berita Daerah;

27.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Pada Daerah

Yang Baru dibentuk;

28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang
Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN LEBONG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Poratyran Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
Daerah adalah Kabupaten Lebong;

2 .
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;

3
Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;



o Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4 Yabupate? Lebong yang selanjulnya disingkat DPRD Kabupaten Lebong.

: seklfm""'E Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Lebong:

; sﬁhmmrial Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong:

;. Barand Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
" gtau perolenan lainnya yang sah balk barang bergerak maupun lidak bergerak;

dalah pejabat yang

lola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola a :
lolaan barang milik

g P -ens
perwenang dan beranggungjawab melakukan koordinasi penge
daeraly,

guna Barang Milik Daerah sefanjutnya disebut Penggund adalah
pemegﬂnﬂ kewenangan penggunaan barang milik daerah;

pejabat

pejabat yang

10.Kuasa Pengguna Barang milik daerah adalah Kepala Satuan kerja alau
berada dalam

ditunjuk oleh pengguna uniuk menggunakan barang milik daerah yang
penguasaannya,

{1.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjulnya disebut SKPD adalah perangkal

daerah selaku pengguna barang;

12.Perencanaan Kebuluhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik

daersh untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan

yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan yang akan
datang,

13.Pengadaan adalah kegratan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah

dan jasa;

14.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna / kuasa pengguna dalam
mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi SKPD yang bersangkutan;

15 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan
sesyai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewsa, pinjam pakai,
kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak

mengubah status kepemilikan;

16.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu
lettentu dan menerima imbalan uang tunai;

17.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali

kepada pengelola;
w'”‘-‘ﬂasmna Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain

dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan
Pajak / Pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;



gangun GUN? Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanan oleh pihak
19 in dengan cara m&ndi:_tl-mn hﬂ_ﬁgunﬂﬂ dan / atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian
dﬁayagurjﬂkﬂﬂ oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah
disﬂpakat". untuk selanjulnya diserahkan kembali tanah besena bangunan dan / atau
¢arand perikul fasilitasnya setelah berakhirnya jangka wakiu;

0 gangun serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak
? ta dengan cara mendirikan bangunan dan / alau sarana berikut fasilitasnya, dﬂ_n
celelah selesal pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakali;

1ngngh3PU53" a::l:alah Tindakan menghapus barang milik daerah
dengan menerbitkan sural keputusan dari pejabal yang
bebaskan penggunaan dan / atau kuasa pengguna barang dan
dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang Yyan

Penguasaﬂ“ﬂ‘.

dari daftar barang
berwenang untuk

{ atau pengelolaan
g berada dalam

milik daerah sebagai tindak

pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang
atau disertakan

anjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan
sebagal modal pemerintah daerah;

23 Penjualan adalah pegalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan

menerima penggantian dalam bentuk uang;

24 Tukar Menukar Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar
Pemerintah Daerah, alau antara Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah dengan pihak
lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang — kurangnya

dengan nilai seimbang;

25, Hibah : adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Daerah kepada

pihak lain, tanpa memperoleh penggantian;

26.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerahly:ang semula merupakan kekayaan yang lidak dipisahkan menjadi kekayaan
yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada badan

usaha daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah;

27.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi
dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; :

2.Inventarisasi i
; adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan
hasil pendataan barang milik daerah; g pelaporan

H.Eemr.:afgn ada!_ah §uatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data /
yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode / tehnik tertentu untuk

memperoleh nilai barang milik daerah;

0 Bafia =]
: r Barang Pengguna yang selanjutnya disingk P
m _ gkat dengan DBP adalah daftar ya
€muat data barang yang digunakan oleh masing — masing pengguna; ryans

31.[33“3
duﬂmr?garang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBKP adalah
ng memuat data barang yang dimiliki masing-masing kuasa pengguna,

Pihate 1a; : :
ak lain adalah pihak-pihak selain lembaga dan satuan kerja perangkat daerah;

4




Pasal 2

" milik daerah meliputi :
(n8e garang ¥ang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
;: garang Yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
gard sebagaimana dimaksqd ayat (1) huruf b meliputi :
@ 5 Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenis.
. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak;

. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang — Undang, atau;
'~ parang Yang diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempe
kekuatan hukum tetap.

roleh

Pasal 3

(1) pengelolaan barang millk daeeah dilaksanakan beradasarkan asas fungisional,
kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian

nilai,

) engelolaan barang milik daerah meliputi :
perencanaan kebutuhan dan penganggaran,

Pengadaan;

Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;

Penatausahaan;

pemanfaatan;

Penggunaan dan pemeliharan;

Penilaian;

Penghapusan,

Pemindahtanganan;

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

Pembiayaan,

Tuntutan ganti rugi.

AT T FyOo e anoe

BAB Ii
PEJABAT PENGELOLAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Pangelola Barang

Pasal 4
(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

mmi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mepunyai
nang :
2. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
b, Menetapkan penggunaan, pemanfatan atau pemindahtanganan tanah dan
bangunan:
E- Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memeriukan
Persetujuan DPRD;
L“‘;ﬂyetu]ui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai
¢ Metas kewenangannya;
i nyetujui usul pemnafataan barang milk daerah selain tanah dan / atau
Pgunan.



r"

Pasal 5
5||B|(,|.Emli!-‘:. paerah adalah pengelola barang milik daerah.
. sekrelﬂfﬁ Daerah sebagai pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggungd
e ,.:e:rwtaphﬂ" pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milli.k daerah;
> penelti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah: 3 il

~ Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan baran

c. .
daerah.

ngatur pelaksanaan pemanfataan, penghapusan dan pemindahtanganan barang
d. milik daerah yang telah diselujui oleh Bupati; -
Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik da

Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang mi

erah;
lik daerah.

Bagian Kedua
Pengguna Barang

Pasal 6

KPD selaku pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab :

F I-:ngajukﬁﬂ rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat
daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola barang,

b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan peng

" milik daerah yang diperoleh dan beban APBD dan perolehan lainnya yang sa

Bupati melalui pengelcla barang. ; N
MeTakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam

i il untuk

d Menggunakan barang milik daerah yang berada_ dalam pengua:saanr:-vﬂ
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang pimpinnya;

e. Mengamankan dan memelihara barang milk daerah yang berada dalam
penguasaannya; _

f Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tgpah. dan [/ atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain
1anah dan { atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola barang; '

g Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfqaf;kar? untuk kepenhngar'f
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati
melalui pengelola barang,

h Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang
ada dalam penguasaannya,

i Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LPBS) dan
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya

kepada pengelola barang.

gunaan barang
h kepada

BAB Il
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan
anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.

ElPerencanan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
o doman pada standar harga, standar kebutuhan akan barang dan data barang
Yang ada pada masing-masing SKPD.

B)s
andar harga, standar kebuluhan akan barang dan data barang sebagaimana

d .
q:nakﬁuid dalam ayat (2) ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi
"9an instansi atau dinas teknis terkait.



Pasal B

pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang digjukan oleh

() ngguna barang yang berada dibawah lingkungannya;.

Kuasa pe
yna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah kepada

}peugelﬂfﬂ barang bersama pengguna barang membahas usul tersebut dengan
o memperhatikan data barang pada pengguna barang dan / atau pengelola barang untuk
ditetapkan sabagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

BAB IV
PENGADAAN

Pasal 8

adaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif
yansparan dan terbuka, bersaing, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 10

(1) Pengaturan mengenai pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang —undangan

(2) Hal-nal yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang milik daerah
eelain tanah diatur dengan peraturan, Keputusan Bupati dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

BABV
PENGGUNAAN

Pasal 11

(1) Status penggunaan barang milik daerah dalam rangka mendukung pelayanan umum
sesuai dengan tugas pokok dan fugsi SKPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Penetapan status sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagal
berkut :
a. Pengguna barang melaporkan barang milk daerah yang diteimanya kepada

pengelola barang disertai dengan usul penggunaannya
b. Pengelola barang meneliti usul penggunaan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf (a)

kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 12

1) Penetapan status penggunaan tanah dan / atau bangunan dilakukan dengan ketentuan
bahwa tanah dan / atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang.

) Pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan /
#tay bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok

ﬂ:fr'a;us;ngsi pengguna dan / atau kuasa pengguna kepada Bupati melalui pengelola



Pasal 13

i menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang harus
) é!;epfahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digurl:gahaﬂ lagi  untuk
G nyelenggarakan 1ugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

o menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud t (1), gelola
@ E::ngmemperhahkan hal-hal sebagai berikut I sud pada ayst (1). PeR

\andar kebutuhan tanah dan / atau bangunan untuk menyelenggarakan dan
" menunjang lugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;

p, Hasil audit atas penggunaan tanah dan / atau bangunan.

Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan / atau bangunan sebagaimana
@ Jmaksud pada ayat (1) meliputi hal - hal sebagai berikut

o Ditetapkan status penggunaannya untuk penyeienggaraan tugas pokok dan fungsi
cKPD lainnya;

b, pimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik daerah.

Pasal 14

[HFEHEIQU“E barang yang tidak menyerahkan tanah dan / atau bangunan yang fidak

digunakan untuk menyelenggarakan lugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan
kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan /
atau bangunan dimaksud.

Tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan sesuai dengan tupoksi SKPD dicabut
penetapan status penggunaanya.

BAB VI
PEMANFAATAN

Bagian Pertama
Kriteria Pemanfataan

Pasal 15

(1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang digunakan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayal (1) d

ilaksanakan oleh pengguna barang
setelah mendapal persetujuan Bupati.

(2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang diperlukan

sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan
persetujuan Bupati.

(3) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang tidak

dipergunakan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) dilaksanakan cleh pengguna
barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

|4) Pemanfaatan barang milk daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis
dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan

4 Pasal 16
9 “Uh-bgntuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
¢ Pinam paka,
d Eaﬂﬂsama pemanfaatan;
gun guna serah dan bangun serah guna.



Bagian Kotiga
Sowa

Pasal 17

an barang milik daerah atas sebagian tanah dan / atau bangunan
\ dﬁmnakan oleh pengguna setelah mendapatkan perselujuan dari pengeloia.

n barang milik daerah selain tanah d ih dipergunakan
penyewdd _ an / atau bangunan masih diperg !
@ eh pengauna. ditaksanakan oleh pengguna setelah mendapatkan persetujuan darl

Pengemmr
Pasal 18

j) Barand milik daerah dapat disewakan kepada pihak ketiga / pihak lain sepanjang
{ ,,-,gngm'ttuﬁgkﬂﬂ daerah.

Jangka waklu penyewaan barang milkk daerah paling lama lima tahun dan dapat

P diperpanjang.

| Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-

gurannya memuat :

a. Pihak -pihak yang terikal dalam peranjian;

b Jenis, luas atau jumiah barang, besaran sewa dan jangka waktu;

¢ Tanggung jawab penyewa atas biaya opersional dan pemeliharaan selama jangka

waktu penyewaan,
d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

() Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke
rekening kas umum daerah.

(5 Prosedur penyewaan dan besaran sewa diatur dengan peraturan dan / atau keputusan
Bupati,

Bagian Keempat
Pinjam Pakai

Pasal 19

(1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah.

2] J-.Elﬂgkg waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama dua tahun dan dapat
diperpanjang.

) ::njam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang — kurangnya
&muat ;
3. Pihak — pihak yang terikat dalam pefanjian;
b. Jenis luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waklu;
“ Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka
p :ﬂﬁ'tu peminjamarn;
- Persyaratan lain yang dianggap perlu.

{4
:'S‘-'“'ai*ﬂyarat pinjam pakai barang milik daerah diatur dengan peraturan dan / atau
Utusan Bupati.




Bagian Kelima
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 20
pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam

and*® : yimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
i :zn"mghﬂman penerimaan pendapatan daerah.
b
Pasal 21
il i K :

_.ama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan bentu
() ﬁeq;;gﬂs-ama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan / atau bangunan yang
8 <udah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati; iy

Kerjasama pemanfaatan alas sebagian tanah dan / atau bangunan yang
iqunakan oleh pengguna barang; _
¢ :tlgriasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan / alau

bangunan.

‘ ' ' imaksud dalam ayat
asama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksu !
@ ﬁmumf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupatl.

il j imaksud dalam ayat
Keriasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dima _
j{unhurui b dan ¢ dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan

pengelola barang.
Pasal 22

() Kefjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan

sebagai benkut : L

2. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenubhi bla_y_a
operasional / pemeliharaan / perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik
daerah dimaksud;

b. Mitra kerfjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender / lelang dengan
mengikutsertiakan sekurang — kurangnya 5 peserta kecuali untuk barang milik
daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;

¢. Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening Kas
Umum Daerah setiap lahun selama jangka wakiu pengoperasian yang telah
ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan,

d. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama
pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Bupati;

e. Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kefjasama pemanfaatan dilarang
menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek
kerjasama pemanfaatan;

L. Jangka wakiu kerjasama pemanfaatan paling lama tiga puluh tahun sejak perjanijian
diandatangani dan dapat diperpanjang;

9 Pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama
Pemanfataan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu
Pengoperasian.

mmﬂﬂﬂﬂgan penetapan pemanfaatan sebagian tanah dan / atau bangunan yang telah
EUD::hhan pengguna, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan

B ,
E:'r:'-'ﬂ biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama
Anlataaan dibebankan kepada pihak ketiga.



Baglan Keenam
Bangun Guna Serah

Pasal 23
Guna Serah Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagal

U
F

intah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan

’ l’",rzrin':‘&llm'ﬂ" Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka
E:nrepenggaman tugas pokok dan fungsi;

sk fersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah untuk

b- gnfedlaﬂ“ bangunan dan fasilitas dimaksud.

yn Guna Serah Barang Bilik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lﬂ%amn oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupali.

' ' rtakan
Guna Serah dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutser
mﬂguﬂnﬁ barang dan / atau kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24
) ka waktu Bangun Guna Serah paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian
dtandatangant.

jpenetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender dengan
¢ mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta.

psiaksanaan Bangun Guna Serah atas barang milk daerah ditetapkan dalam surat
janjian yang memuat antara lain :

a. Pinak-pihak yang terkait dalam perjanjian;

b. Objek bangun guna serah;

¢. Jangka waktu bangun guna serah; o

d. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;

e. Persyaralan lain yang dianggap perlu.

{f) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan Bangun Guna Serah tidak
dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 25

Mira Bangun Guna Serah milik daerah harus menyerahkan objek bangun guna serah
k2pada Bupati pada akhir jangka waklu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat
n fungsional pemerintah.

Bagian Ketujuh
Bangun Serah Guna

Pasal 26

IIi:"Eﬂﬂ:alr.ln Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah dapat dilaksanakan

:""Qan ketentuan sebagai berikut ;

- Pemerintah Daersh memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

b. Tida tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah untuk
Penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

B8,
daa"ﬁ;" Serah Guna Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

0 Nakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
%g"'g'-'z Serah Guna dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan
l Na barang dan / atau kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.




Pasal 27

un gerah Guna paling lama tiga

] parv Puluh tahun sejak perjanjlan ditandatangani.
(

n mitra Bangun Serah 1
lﬂ;ﬁ;ﬁﬂﬂﬂkﬂn sekurang-kurangnya E;’:L;‘E:ﬁnakan melalui lender dengan
naan Bangun Serah Guna alas
pelaksd l i
@Fe - njian yang memuat antara lain :
wqpimh-pihﬂk yang terkait dalam perjanjian:
B . sk bangun sefah guna;
b Jangka waktu bangun serah guna;
: Hak dan kawajjhan para pihak yang terkait dalam perjanian;
E‘ persyaratan lain yang dianggap perlu.

barang milik daerah ditetapkan dalam sural

semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun serah guna tidak
dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 28

gangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagal berikut

o Mira gangun Serah (§‘-una harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada Bupati
eegera setelah selesainya pembangunan;

y, Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai
jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian;

. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu
daudit oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB Vil
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama
Pengamanan

Pasal 29

~ | () Pengelola barang, pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang wajib melakukan
| pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

U Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
Pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan tindakan hukum.

Pasal 30
1 Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikasikan atas nama Pemerintah Daerah.

m::faﬂu milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas
Ma Pemerintah Daerah.
(8 ;
lﬂarang. milik daerah selain tanah dan / atau bangunan harus dilengkapi dengan bukdti
Pemilikan atas nama Pemerintah Daerah.




’-f

kti kepemilikan b ”
simpanan b arang milik daerah bangunan
Ig]pﬁ" can oleh pengguna barang / kuasa penggunaaha:r::m fanah dan a2t 5303

Bagian Kedua
FEI‘I’IEH hlfﬂln

Pasal 31

ngelola barang. pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang bertanggung
fFe p afas nﬁﬁ:&";;‘:g;ﬂdﬂ;ﬂfhﬂman barang milik :;ggrah yang ada dibawah
asaan n ar kebutuh ; ili h
E:ﬂ.: e cing-masing SKFD. an pemeliharaan barang milik daeran yang

ksanaan pemeliharaan barang milik daerah ditetapkan dengan surat perintah kefja
pelak!'rﬂ“ﬂ‘-"" / surat penjanjian / kontrak yang ditandatangani oleh kepala SKPD.

giaya pemeliharaen barang milik daerah dibebankan pada Anggran Pendapatan dan

m war-*a daera h.

Pasal 32

1) Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada
dalam kewenangannya dan melaporkan / menyampaikan daftar hasil pemeliharaan
parang tersebut kepada pengguna barang secara berkala.

gguna barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti Japoran sebagaimana dimaksud
da ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam
sty tahun anggaran sesuai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai evisiensi

pemeliharaan barang milik daerah.

BAB VIl
PENILAIAN

Pasal 33

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemenntah
daarah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pasal 34

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah
flakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Pasal 35

1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan dalam rangka
pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupal,

dan dapat melibatkan penilai independent yang ditetapkan oleh Bupati.

[2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayalt (1) dilaksanakan untuk
Mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.

HEQSH penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan cleh
Upati
Pasal 36

| :
“PE"“EH" barang milik daerah selain tanah dan / atau hz_lngunan dalam rangka
Maatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola

barang dan dapat melibatkan penilai independent yang ditetapkan pengelola barang.
1‘




.. barang milik daerah sebagaimana d : kan untuk
n Pﬂ,da;::alkﬂn nilai wajar. maksud pada ayat (1) dilaksana

Has! penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
i) gelotd barang.

BAB IX
PENGHAPUSAN

Pasal 37

ysan barang milik daerah meliputi :
| penghapusan da"[ daftar barang pengguna dan / atau kuasa pengguna
:' penghapusan dari daftar barang milik daerak

Pasal 38

() penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf &,
dilakukan dalam hal barang milk daerah dimaksud sudah tidak berada dalam
penguasaan pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang.

mpenghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari pengguna barang setelah
mendapat persetujuan Bupati alas usul pengelola barang.

() Pelaksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjuinya
dilaporkan kepada pengelola barang.

Pasal 39

(i) Penghapusan barang milik daeragh dari daftar barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf b difakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud
sudah beralih kepemilikannya, tefjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat
keputusan penghapusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupal.

Pasal 40

() Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila

barang milik daerah dimaksud :

% Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan,
atau:

b. Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

2 :”-‘mU?-nahan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang
®ngan keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati

P
hzl?ksa“ﬂaﬂ pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
"a acara pemusnahan dan dilaporkan kepada pengelola barang.




- | Penjualan barang

BAR
P X
Beﬂtl.lk.g‘:ml" ”-.l'l'hl
!'Itl.lk !l'l; Pn r"“l.l]ﬂan
| Pasal ¢4
w'ﬂt::ﬁ Femmdata"ga"a" Sebagai fingax lanjut
% an I atas penghapusan barang milik
s fukar menukar
' pipah - :
i pet anaaﬂ modal pemerintah daerah
Bagian Kedua
Penjualan
| Pasal 42
0 penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :

2 Untuk mﬂm&ﬁ&?ﬁi bEfﬂnﬂ milik daerah yang berlebi T
p, Secara ekonomis lebih menguntungkan bag; u:laera-'rirha?:gir: I:ﬁual-
¢ Sebagai pelaksana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

g) Panjuatan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.,

i) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
a Barang milik daerah yang bersifat khusus;
b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang,

Pasal 43

) Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh
pengelola barang setelah mendapat perselujuan Bupati

milik daerah selain tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh
pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupatr.

Pasal 44

) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan ketentuan sebagai
. i ola barang.
. ' niualan kepada pengeloia barang

4. Kuasa pengguna barang menﬂajukankg;tﬂ ;:_lf; ;Lz e alon yong o an oloh pengguna

b. Pengelola barang meneliti dan mengKaj -
barang sesuai dengan kewenangannya, an untuk menyelujui atau tidak menreir-lmi
barang dalam batas kewenangannya,

t. Pengelola barang mengeluarkan i a
iajukan oleh penggun i atau DPRD, pengelola barang
usulan penjualan yang di2jukan ¥ L e onjuan Bupati a3t BE T T aksud.

¢ Untuk pen; memerlu : n atas usu
PEﬁ]LIEI-Eln y'EIﬂ'Q . i dengan p.ertm‘lhﬂﬂgﬂ
mengajukan usul penjualan it elola barang untuk penjualan

. — X naan oleh | persetujuan Bu
et perseuuan PSS ojan setdah menspet P
ma
i!iu UPHD ’ ;
: : ke rekening kas umum
Hag; pe milik daeran wajib disetor seluruhny?
dae njualan barangaan daersh

2h sebagai penerim

| r




Bagian Ketiga
Tukar Munul?.r

Pasal 45

ukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :

ar '
.lruJlt « memenuhi kebuluhan operasional . _
. Unluk Cptimalisasi barang milik daerah, dzﬁ?reienggaraan pemerintahan,

un :
E Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

- menukar barang milik daerah dapat dilakukan d Il s

: ﬂ:‘#;mgﬁnlah pusal dengan pemerintah daerah: WG PR

p Badan usaha milik negara / daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya:
wasta;

;' Ent!f pemerintah daerah.

Pasal 46

g Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :
[ g Tanah dan / alau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati

melalul pengelola barang,
y Tanah dan / atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau

penataan kota;
¢ Barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan.

Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola
«stelah mendapat persetujuan Bupali.
Pasal 47

barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)

hund a dan b ditaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan / atau bangunan kepada
Bupati disertai alasan / perimbangan dan kelengkapan data

b. Bupati meneliti dan mengkaji alasan | perimbangan perlunya ukar menukar tanah

dan / atau bangunan dan aspek teknis, ekonomis dan yundis,
¢ Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat

mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan lanah dan / atau bangunan

yang akan diperiukarkan,
d. Tukar menukar tanah dan/ atau bangunan dilaksanakan melalul proses persetujuan

(1) Tukar menukar

dengan berpedoman pada ketentuan pada Pasal 46,

¢ Pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada
persetujuan Bupati;

| Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus

dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

@ Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
hunuf ¢ dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

* Fmﬁﬁuna barang mengajukan usulan kepada pengelola bara

Petimbangan kelengkapan data dan hasil pengkajian tim intern

ng;
A Pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan / perimbangan tersebut dari aspek

l'}k“i!_‘. ekonomis dan yuridis,
bila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat

E'E'“Pt'ﬂlmbangkan untuk mnyetujui sesuai batas kewenangannya,
€ngguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada

Persetujuan pengelola barang:

ng disertai alasan /
instansi pengguna




anaan serah terima para

Fdﬂks d l. h‘ﬂi nﬂ !I'ﬂ \
e kan dalam berita aca "9 dile
¢ giand ‘@ serah terimq IJ;_irarfl.;E D bereng pengganti harus
Bagian Kee
m
Hibah
Pasal 45

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1 _
Hﬂ;unan merupakan barang rahasia negirll:ham memenuhi syarat sebagai berikut :
 ukan merupakan barang yang menguasai
. TidaK digunakan lagi dalam penyelengg

pen?elenggaraan pemenntahan daerah

ajat hidup orang banyak;
araan fugas pokok dan fungsi serta

Pasal 49

» parang milik daerah dapat berupa :
, Tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang;
y Tangh dan [/ atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk

dinibahkan;
. Selain tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada

Bupati melalui pengelola.
Pasal 50

()Hbah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dan b

diaksanakan dengan ketenluan sebagai berikut :

1 Pengelola barang mengajukan usul hibah tanah dan / atau bangunan kepada Bupati
karena dengan alasan / pertimbangan dan kelengkapan data;

b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 48;

C. Apabila memenuhi gyaral sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat
memperlimbangkan untuk menelapkan dan / atau menyetujui tanah dan / alau

bangunan yang akan dihibahkan; ' |
d. Pengelota barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati
e. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita

atara serah terima barang.

{tibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dafam pasal 49 hurufc, dilaksanakan
d‘Enﬂaﬂ ketan v . i
tuan sebagai berikut . 1 _
% Pengguna barang iengajukan usulan kepada pque!ulla I_:rarang' dnserst?r alasa:n ;‘
Pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengg

barang:
¥ A wuran yang bertaku, pengelola barang dapat

- Apabila m rat sesuai pera :
emenuhi sya cosuai batas k Angannya;

¢ o MPertimbangkan untuk mnyﬂtulu'mah dengan berpedoman pada persetujuan

Pengguna barang melaksanakan h
¢ E"“gema barang;
azahsanaan serah terima barang y
'3 serah terima barang.

ang dihibahkan harus dituangkan dalam berita



o modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka

5 ngemhariigﬂ‘f_‘l fja" peningkatan kinerja badan i dan
|2 ;ﬂsmﬁﬂ yang dimiliki oleh pemerintah o usaha milik daerah atau ba

wﬁfﬂﬂ”gan PEﬂL'E”aﬂn "":fiﬂl daerah dilaksanakan atas barang milik daerah yang
[ qwal penga ol Iﬁﬂn:a’:'lnakan untuk penyertaan modal dan barang milik
iﬁ » akan lebih optimal apabila dilakukan melalui pernyertaan modal.

Pasal 52

lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan

prtsan odal pemerintah atas barang milik daerah diatur dalam peraturan dan / atﬁu
IWI“ Bupati dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang milik

BAB Xi
PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama
Pembukuan

Pasal 53

kukan pendaftaran dan
: naquna barang / pengguna barang harus mela
ﬂ:ﬁtﬂ; %garang milik daerah ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) /

Datar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah

harus o
ﬂ;fuﬂpz@;n:ﬁrggg / atau bangunan dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) menurut

penggolongan barang dan kodefikasi barang.

rah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

Penggolongan dan kodefikasi barang dae arkan ketentuan yanga beriaku.

ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdas

rus menyimpan dokumen kepemilikan
[ Petgguna bersng penggu:ﬁ b;arﬁngf h:tau haﬂiunan yang berada dalam

ng milik daerah selain tan

Pnguasaanya.
; ilikan tanah dan / atau bangunan
WPengelola harang harus menyimpan dokumen keperni
berada dalam pengelolaannya.
Baglan Kedua
Inventarisasi
pasal 55
e serah sekurang-kurangnya

@Eﬂ'—'"a barang melakukan inventarisasi barang milik d
dalam lima tahun.



. 4B B i T

jkan dari ketentuan ayat (1) terhadap baran
_ ; ‘ g milk daerah yang berupa
ﬂ"‘“‘mﬂn dan kontruksi dalam pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi

fahun.

@

galiaP
s barang menyampaikan laporan hasi| i L _ dimaksud
pengd!” (1) dan ayat (2) kepada asil inventarisasi sebagaimana dimaKs
pengelol : i h
Iﬂ:::ia :ﬁresﬂin ya inventarisasi, ngelola barang selambat-ambatnya lga tahun

Pasal 58

el parang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan / atau
pﬂt""’" yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 57

) Kuasa pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran
(LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) uniuk disampaikan

kepada pengguna barang.

) Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada pengelola

barang.

) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) berupa tanah
dan/ atau bangunan semesteran dan tahunan.

) Pengelola barang harus menghimpun Laperan Barang Pengguna Semesteran (LBPS)
dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
serta Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) berupa tanah dan / atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

f) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) berdasarkan
hasil penghimpunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 58
Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebagaimana di_mahsud daalm pasal 57 ayat (5)
Sunakan sebagai bahan uniuk menyusun neraca pemerintah daerah.

BAB XIi
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 69

[ ,
] ”’“len Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah.

2
Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan
an barang milik daerah sesuai dengan kebijakan sebagaimana ayat (1).



Bagian Kedua
Pengawasan dap Pengendalian

Pasal 60

me
[ﬂ“ gnl;flan:tafr:ggﬂ'liﬁd;ﬁliu:;annaﬁ?mpaen;ﬁ:saﬂa" penertiban terhadap penggunaan,
ﬂrﬁﬂﬂ milik daerah yang berada dibawah iz ::;nr?:;naﬁharaan dan pengamanan

pksanaan pemantauan dan penertiban sebagai ,
m[:,uk kantor / satuan kerja dilaksanakan oleh kuiﬂaa'r[:nn;gﬁ:ghgmlﬁsw i

barang dan :
Kuasa penggliid ; Pengguna barang dapat meminta aparat pengawas
mwsﬂf‘ﬂ' untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan pt?an gnemga'han
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

xuasa pengguna barang dan pengguna barang menindak lanjuti hasil audit sebagaimana
mﬁnahaud pada ayat (3) sesuai ketentuan p-erundang-undang}an- 2

Pasal 61

.[uPengeInla barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan Inventigasi atas
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah,
dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang
milk daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola barang dapat
meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

(%) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang
untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB Xl
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 62

f) Pejabat / Pegawai yang melaksanakan peng_elalaan barang milik daerah yang
menghasilkan penerimaan daerah dapat diberikan insentif.

{4 FEi_ahaH Pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya diberikan
tl-tﬂjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

o Pemberian insentif dan / atau tunjangan kepada Pejabat / Pegawai yang melaksanakan
p?ﬂgﬂlﬁlaan harang milik daerah EEtIEQEiI'I'IEﬂﬂ dimaksud pada ayal (1) dan ayat (2)

diztur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan
ang milik daerah.

Pasal 63

1
'[}E;ang milik daerah yang digunakan oleh badan layanan umum / badan layanan umum
lveg'mh merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan
ialan badan layanan umum / badan layanan umum daerah yang bersangkutan.
g -
mn barang milik daerah sebagaimana dimaksud pad ayat (1) mengikut
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, kecuali terhadap barang-barang

Umu“,l“'h‘ yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah teniang Badan Layanan

| §



BAB XIv
GANTI RUGI DAN SANKS!

Pasal B4

: 4 pelanggaran hukum atas
an barang millk daerah diselesalkan melalui tuntutan ganli rgugt sesual dengan

ap K
5700t
'ﬁﬁﬁ?ﬂ" perundang-undangan.

o
sl akibatkan kerugian d . - 1
pinak yang mengak gian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ﬂi:ﬁl;kﬂ" sanksi administrasi dan / atau sanksi pidana sesuai dengan perafuran

1dang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

garang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang felah ada sebelum
yunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen

mwﬂi“kﬂﬂﬂ?ﬂ.
) jventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur jebih fanjut cleh pengelola barang berkoordinasi dengan lembaga yang
bertanggung jawab dibidang perpertanahan nasional dan instansi teknis terkait.

wwa bizya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2)

Se
md:bebzntan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Hathal yang belurn diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanannya
datwr dan ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan dan / alau keputusan Bupali

Pasal 67

Peraturan daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan
Mt sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 22 - 2- 2010

BUPATI LEBONG,

ROSJONSYAH

I:"il-’lnl:lilrlanlt.lrl di Tubei
Pada tanggal 2 3_ 9. 2010

SEKRETARIS DAERAH LEBONG

Ly ZUNUL AMIN YASIK
-~ BARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2010 NOMOR .40




